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ABSTRAK

Persoalan pemilihan umum sering kali menjadi salah satu pesta demokrasi
masyarakat khususnya di Indonesia. Namun, pemilihan umum selalu disikapi
dengan politik uang, pemilihanan semua calon, bahkan menginisiapi si untuk
golput (golongan putih). Hal ini, Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam
pesta demokrasi Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari kewajiban maupun
mengeluarkan hak untuk memilih pasangan calon untuk memimpin di
pemerintahan masa depan. Tetapi Permasalahan tersebut muncul dengan
kurangnya ditemukan partisipasi yang melibatkan kaum muda pemilihan umum
yang mana sebagai salah satu (meaningful participation) tren ini tidak hanya di
kaum muda tetapi kelompok  genzy, baby bommers yang dikatakan sudah
memenuhi haknya untuk turut serta dalam pemilu dikarenakan permasalahan
secara kompleks. Misalnya atas dasar mereka berada di luar daerahnya sehingga
menjadi sulit dalam sebagai mahasiswa atau siswa perantauan sulit proses
administratif. kesulitan proses si menyelesaikan permohonan menjadi pemilih,
selain itu terdapat transmigrasi, administrasi rumit, bahkan warga negara yang
bekerja sebagai nahkota kapal tidak dipungkiri untuk memilih pemimpin untuk
pemilihan umum. Akibatnya mereka memilih mengajak kampanye akan golput.
Menurut UU 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu Meskipun negara memiliki aturan
pada Undang-undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2023 pada pasal 515 secara
eksplisit hak memilih dan hak dipilih merupakan hak namun jika mengajak atau
mempengaruhi orang lain untuk tidak memilih maka dapat dipidana Namun
menimbulkan perdebatan dan pegulatan masyarakat terhadap hak memilih dalam
pemilihan umum. Oleh karena itulah maka penelitian ini penting untuk dilakukan
bagaimana ketentuan Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2023 dan bagaimana
perspektif Islam Dengan ini, penelitian ini membahas Islam dan hak politik dalam
Pasal 515 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang
mencerminkan aspek hukum filosofis yang memengaruhi bagaimana warga
negara menggunakan-hak (politik mereka sebagaikebebasan ekspresi maupun
pembatasan_hak asasi manusia dalam persoalan hak berpolitik dalam memilih
pemimpin.negara.

Penelitian ‘ini “merupakan penelitian “hukum normatif, dengan jenis
penelitian kepustakaan (library.research.” Adapun pendekatan penelitian adalah
yuridis-normatif. Sumber data penelitianini diperoleh dari primer, sekunder,
tersier. Dengan analisis menggunakan deskriptif-analitis Tujuan penelitian ini:
Pertama, untuk menjelaskan pandangan Islam dalam politik hukum mengenai
Hak memilih dan dipilih. Kedua, aspek hak memilih dan dipilih merupakan hak
politik yang bukan pelanggaran hukum dari aspek hukum tatanegara, Ketiga Hak
memilih dan dipilih bagian hak asasi manusia untuk dihormati dan ditaati dalam
pembatasan hak asasi manusia pada pemilihan umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, memilih dan dipilih
adalah merupakan hak politik , hak memilih dan dipilih oleh rakyat sendiri bagian
yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 B, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 H
dan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika tidak memilih dengan
mengajak dan mempengaruhi orang lain maka dapat dipidana sebagaimana diatur



dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 515. Kedua, sebagaimana Hak
memilih secara bahwa hak politik hukum dalam Islam tentu memberikan
fleksibilitas, kemaslahatan dan kepentingan umum, namun jika terjadi
pelanggaran hukum maka melanggar kemaslahatan umat. secara mengajak untuk
tidak memilih maka merupakan pelanggaran hukum dan untuk golput bagian dari
pelanggan hukum dan dapat dipidana sesuai aturan.

Kata Kunci: Islam, Hak Politik, Pemilihan Umum.



ABSTRACT

The issue of general elections is often one of the democratic parties of
society, especially in Indonesia. However, general elections are always addressed
with money politics, the election of all candidates, even initiating the golput (white
group). This, Thus, community involvement in the Indonesian democratic party is
actually part of the obligation or issuing the right to choose a candidate pair to
lead in the future government. But the problem arises with the lack of participation
found involving young people in general elections which as one (meaningful
participation) this trend is not only in young people but also genzy groups, baby
bommers who are said to have fulfilled their rights to participate in elections due
to complex problems. For example, on the basis that they are outside their area so
that it becomes difficult as students or students from other regions, the
administrative process is difficult. the difficulty of the process of completing the
application to become a voter, in addition there is transmigration, complicated
administration, even citizens who work as ship captains are undeniable to choose
leaders for the general election. As a result, they choose to invite the campaign to
golput. According to Law 7 of 2023 concerning Elections Although the state has
regulations in Law No. 7 of 2023 concerning General Elections in Article 515
explicitly the right to vote and the right to be elected is a right, but if you invite or
influence others not to vote, you can be punished. However, it raises debate and
public struggles regarding the right to vote in general elections. Therefore, this
study is important to conduct regarding the provisions of Article 515 of Law
Number 7 of 2023 and what is the Islamic perspective. With this, this study
discusses Islam and political rights in Article 515 of Law Number 7 of 2023
concerning General Elections, which reflects the philosophical legal aspects that
influence how citizens exercise their political rights as freedom of expression or
restrictions on human rights in the issue of political rights in choosing a state
leader.

This research:-is acnormative-legalresearch; with, the type of library
research..The research approach.is juridical-normative. The data sources for this
research were obtained from primary, secondary, tertiary sources. With the
analysisusingdescriptive-analytical The purpose of this research: First, to explain
the Islamic view in legal politics regarding the Right|to elect and be elected.
Second, the aspect of the right to elect and be elected is a political right that is not
a violation of the law from the aspect of constitutional law, Third, the right to elect
and be elected is part of human rights to be respected and obeyed in the limitation
of human rights in general elections.

The results of this study conclude that: first, choosing and being chosen is a
political right, the right to choose and be chosen by the people themselves is a part
protected by the 1945 Constitution Article 28 B, Article 28 D, Article 28 E, Article
28 H and Law 39 of 1999 concerning Human Rights. If you do not choose by
inviting and influencing others, you can be punished as regulated in the provisions
of Law Number 7 of 2023 Article 515. Second, as the right to choose, that political
rights in Islam certainly provide flexibility, public interest and welfare, but if there
is a violation of the law, it violates the public interest. by inviting not to vote, it is



a violation of the law and for abstaining from voting, it is part of the legal customer
and can be punished according to the rules.

Keywords: Islam, Political Rights, General Elections.
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A. Konsonan Tunggal

~ Nan ‘ - Keteran-

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

d Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

4 Zal Y. ze (dengan titik di atas)
' Ra’ R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
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I ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
& Gain G Ge
o Fa’ F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L ‘el
a Mim M ‘em
O 0o d By '] | ‘en
3 ot & 200 w
° K my @ iH 3 Ha
& | Hamzah | P Apostrof
P I A NP ~A1] Ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
Lu ditulis Sunnah
3 1 ditulis “Illah
C. Ta’ marbutah di akhir'kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
Bailall | ditulis ! al-Ma'idah
dall) ditulis Islamiyyah
l l

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

QMM‘ KJJIL

ditulis

Mugaranah al-Mazahib
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D. Vokal pendek

1. fathah ditulis a
2. kasrah ditulis i
3. —-mel e dammah ditulis u

E. Vokal panjang

1. | Fathah + alif ditulis a
O] ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
A ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
sl ditulis al- ‘Alwant
4. | Dammah + wawu mati ditulis a
aste ditulis ‘Uliim

F. Vokal rangkap

1. | Fathah +ya’ mati ditulis ai
R e ditulis Gairihim
2. ' | Fathah + wawu mati ditulis au
Jeb ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
ail ditulis a’antum
oy ditulis u’iddat
84 ol ditulis la’in syakartum
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. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

BB

ditulis

Al-Qur’an

)

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf

| (el)nya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kenegaraan dalam pemilihan umum melibatkan hak dan
kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam
memaknai kedua aspek tersebut, khususnya dalam konteks memilih dan memiliki
hak politik masing-masing individu, yang dianggap sebagai bagian dari afirmasi
sistem demokrasi.> Hal ini menimbulkan fokus pada tiga komponen utama yang
menjadi perhatian. Pertama, terdapat persaingan (competition) yang merupakan ciri
khas demokrasi, di mana individu maupun organisasi politik bersaing untuk
memperoleh kursi dalam pemerintahan. Kedua, aspek partisipasi politik menjadi
elemen penting, di mana rakyat berperan dalam memilih wakil mereka yang akan
duduk di lembaga legislatif. Ketiga, hak mendasar terkait kebebasan dan kesetaraan
(civil and political freedom) merupakan bagian integral dari konsep demokrasi. Ini
mencakup hak untuk menyuarakan pendapat serta mengekspresikan pikiran, yang
tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi.?

Partisipasi rakyat merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem
pemerintahan demokratis, baik melalui partisipasi langsung maupun perwakilan.®

Kemunculan hak dan kewajiban dalam pemilihan umum tahun 2019 menimbulkan

! Herbert Feith, A.B Nugroho Katjasungkana, dkk. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia,
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), him.57.

2 Abdul Chalik, Islam, Negara dan Masa Depan ldeologi Politik, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2017), him.71.

3 M. Rusli Karim, Pemilihan Umum Demokrasi Kompetitif, (Yogyakarta: PT. Tiara
Wacana Yogyakarta, 1991), him.2.



persoalan yang menjadikan partisipasi politik sebagai sumber potensial Golongan
Putih (Golput).* Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perantauan,
pekerjaan atau kondisi ekonomi, pertimbangan teknis, bahkan pertimbangan politik
dan transmigrasi.> Selain itu, masalah administratif, sosialisasi, dan ideologi juga
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.® Oleh karena itu, setiap pemilihan
umum memberikan kebebasan kepada warga negara untuk ikut serta dalam
menentukan kebijakan, terutama dalam pemilihan kepala negara, kepala
pemerintahan, dan wakil rakyat.” Namun, kekecewaan pemilih terhadap Pemilihan
Umum dapat menghasilkan apatisme mayoritas dan tingginya jumlah Golput, yang
disebabkan oleh pemimpin yang tidak memenuhi janji politiknya. Meskipun
menurut Pasal 515 UU Pemilihan Umum, Golput dianggap sebagai hak politik &
dan bukan pelanggaran hukum, hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan

logis. Oleh karena itu, aturan ini tidak melemahkan legitimasi dalam memilih

4Intani, Arlen. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik
Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun
2019." Madani: Jurnal IImiah Multidisipli, Vol. 1 No. 8, 2023, him. 1-13.

5> Baharuddin."Optimaslisasi Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik
Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik (Studi di Kalimantan Barat)." Jurnal PSHM Untan, Vol. 9 No. 3. 2013, him.
7.

& Muhammad Asfar, Pemilihan Umum dan Perilaku Memilih 1955-2004, (Surabaya:
Pustaka Eureka, 2006), hIm. 76

" 1bid., him. 87.

8 Novel Ali, Peradaban Komunikasi Politik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999),
him. 22.



pemimpin sebagai arah dan penentu bangsa.® Demikian perlu diingat bahwa
memilih pemimpin adalah hak politik yang tidak melanggar hukum.

Adanya realitas hak dipilih dan memilih bagian dari hak politik atas dasar
situasi dan kondisi, tetapi lain haknya memilih Golput sebagai rasa apatisme dalam
masyarakat.'® Persoalan Golongan Putih Golput ini bukan hanya saja pada sikap
apatis dari masyarakat, tetapi memanfaatkan situasi pemilihan umum dengan
kegiatan aktivitas lainnya, berdasarkan faktor-faktor terjadi berkumpul dengan
keluarga, sahabat, pelajar atau mahasiswa yang tidak mendapatkan akses,
transmigrasi maupun melalukan perjalanan.*!

Dalam partisipasi hak politik memandang dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Pemilihan Umum pada Pasal 515 yang secara aturan didalamnya hak
memilih dan dipilih bukan dipidanai atau melanggar hukum, namun hak memilih
dalam Pemilihan Umum masih menjadi tumpang tindih dalam menyikapi pemilihan
umum, setidaknya beberapa pandangan yang dapat dikaitkan dengan sikap golput.?
Yaitu; pertama jika hak untuk memilih yang pada hakikatnya merupakan hak yang
sifatnya_boleh digunakan maupun tidak digunakan_oleh pemiliknya, maka golput
dapat diartikan'sebagai pilihan seseorang yang tidak menggunakan haknya tersebut.

Kedua, jika kembali merujuk pada ketentuan Undang-undang Dasar 1945 maka

9 Miriam Budiarjo, Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi
Pancasila, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), him.185.

10 Fadillah Putra, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), him.104.

11 Rahman, M. T, Glosari Teori Sosial, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), him. 23.

12 Jimly Asshiddigie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2013), him, 22.



pernyataan seseorang untuk menjadi golput juga dapat diartikan sebagai bagian dari
hak warga negara®® untuk mengekspresikan pikirannya yang dijamin dalam Pasal
28 Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

Pada pemilihan umum yang menjadi salah satu hak politik dikarenakan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 515
bukan sebagai pelanggaran hukum. Sebaliknya, pasal ini melindungi hak
konstitusional warga negara dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses
demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 515 memastikan bahwa warga negara memiliki
kebebasan untuk menggunakan hak politik mereka sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, tanpa adanya ancaman atau sanksi hukum, asalkan mereka tidak
melanggar peraturan lain yang telah ditetapkan dalam Pemilihan Umum.

Dengan demikian penjelasan pandangan Muhammad Abduh, dalam
mendefinisikan demokrasi dalam secara spesifik menentukan pemimpin bagian dari
hak asasi manusia untuk dihormati.** Argumentasinya merupakan kesadaran bahwa
siapa yang berhak memiliki kemampuan akan.mengorganisasi-adalah kemaslahatan

masyarakat yang ‘berhak untuk memilih pemimpin yang mana ‘sebagai haknya.®

13 Muhammad Igbal, Figh Al-Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenada media Group, 2014), him, 177.

14 Muhammad, Abduh, Risalah al-Tawhid (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2005), him.

15 1bid., him.277.



Pada konteks inilah yang diikuti juga pada sistem demokrasi oleh Putnam
menunjukkan pemilihan umum sebagai salah satu hak-hak dalam berdemokrasi.®

Dalam kerangka politik hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 515, golongan putih
(golput) dalam pemilihan umum tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
Namun Pasal ini lebih menitik beratkan pada larangan tindakan pidana terkait
pemberian uang atau imbalan untuk mempengaruhi suara pemilih, tanpa mencakup
kewajiban hukum untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Oleh karena itu,
pilihan untuk tidak memberikan suara merupakan bagian dari kebebasan politik
yang dijamin oleh konstitusi, dan tidak dapat dipidanakan dalam konteks regulasi
yang ada.

Penjelasan tersebut menjadi permasalahan setiap pesta demokrasi agar
menjelaskan aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum pada Pasal 515 secara pada sudut padangan Politik Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam Islam dengan demikian penulis tidak hanya membahas dari hukum
tatanegara®’, inilah sebagai_salah_satu permasalahan yang. menarik sehingga
menimbulkan-kebaharuan“hukum pada konstitusi dalam hukum positif maupun
hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian

menjelaskan pada permasalahan utama tentang Hak Politik Dalam Undang-Undang

16 Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princton:
Princeton Universty Press; and Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.
New York: Simon & Schuster, 2000.

17 Imam Al-Mawardi, Al-4hkam As-Sultaniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam),
terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 20154), him.10.



Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Hak dipilih dan memilih dan
sanksi pidana dalam islam.
. Rumusan Masalah
Adanya persoalan politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara upaya menjaga
integritas Pemilihan Umum dan penghormatan terhadap kebebasan individu.
Namun, persoalan muncul ketika mengaitkan aturan ini dengan hak-hak politik
yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian,
persoalan politik hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam Pasal 515 Undang-
undang Pemilihan Umum ini mencakup isu-isu penting terkait kebebasan politik,
penerapan sanksi pidana, dan bagaimana hukum positif dapat diintegrasikan dengan
nilai-nilai keadilan yang lebih luas, termasuk dalam kerangka hukum Islam.
Dari rumusan masalah dalam tesis yang akan dibahas oleh penulis yaitu:
1. Bagaimana Politik Hukum Pasal 515 Undang-undang Pemilihan Umum
Menurut Islam?
2.'Bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia dalam-Islam Terhadap hak
dipilih dan memilih pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Pasal 515?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah
disebutkan di atas adalah:

a) Untuk Menjelaska dan menganaslis Bagaiamana Politik Hukum Pasal



515 menurut Islam.
b) Untuk menjelaskan Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap
hak dipilih dan menganalisis memilih pada Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 515 Tentang Pemilihan Umum.
2. Manfaat Penelitian

a) Segi Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dan menjelaskan secara ilmiyah dalam khazanah Hukum Tata Negara
Islam, terutama pembahasan Hak diplih dan memilih dalam Pemilihan
Umum di Indonesia terhadap Undang-undang Tentang Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017.

b) Secara Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban
kebaharuan hukum yang diulas kembali pada Pemilihan Umum
terhadap Hak dipilih dan memilih di Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Telaah Pustaka

Telaah “ Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian’ yang pernah dilakukan sebelumnya ‘oleh” para peneliti dan tentunya
memiliki keterkaitan dengan yang peneliti lakukan. Berikut ini adalah penelitian
yang pernah dilakukan dan berkaitan mengenai undang-undang Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentang golput antara lain sebagai
berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Anifatul Kiftiyah yang berjudul “Analisis

Fikih Al-Siyasah Al-Dustiriyyah Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam



Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis”. Dalam tulisan ini penulis
mengkaji tentang Golput dalam perspektif Fikih Al-Siyasah Al-Dustiiriyyah.

Dalam tulisan ini penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang
menggunakan tiga pendekatan: Pendekatan sosiologi (sociology apporach),
pendekatan sejarah (historical apporach), dan pendekatan yuridis (statute
approach). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis pada
penelitian ini menggunankan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini membahas hubungan antara hak memilih di Indonesia
dengan konsep fardu kifayah, yang dapat gugur jika sudah dipenuhi. Terdapat
perbedaan pandangan antara figh dan negara terkait konsep ini. Pemilihan
pemimpin di Indonesia membutuhkan lebih dari 50% suara nasional sesuai UUD
1945 Pasal 6A (3). Meskipun kampanye Golput marak, angka Golput pada
Pemilihan Umum 2019 menurun karena peran lembaga Pemilihan Umum dan
keterlibatan masyarakat, yang memperkuat kepercayaan terhadap proses Pemilihan
Umum. Dari literatur diatas berdeda jauh yang akan ditulis peneliti, literatur diatas
membahas mengenai * pandangan Fikih = Al-Siya@sah "Al-Dustiriyyah Tentang
GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang
Demokratis*8

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Habibah dkk, yang berjudul “Golput

Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan

BAnifatul Kiftiyah yang berjudul "Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dustiriyyah Tentang
GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis” Tesis
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019) him. 111.



Siyasah Dustiriyyah”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan Metode penelitian
yang digunakan berupa penelitian kepustakaan atau library research dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berdasarkan hasil telaah
Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang No.
7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, serta Fatwa MUI tahun
2009 dan pendapat dari ulama kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa golput adalah hak konstitusional di
Indonesia, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menggunakan atau tidak
menggunakan hak suaranya. Namun, menurut siyasah dusturiyah, golput dianggap
wajib jika dilakukan oleh seluruh umat Muslim, karena tidak melaksanakannya
dianggap berdosa. Golput berpotensi menyebabkan pemilihan pemimpin yang tidak
memenuhi syarat, yang dapat merugikan syari’at Islam. Di negara non-Muslim,
golput dianjurkan untuk menghindari memberikan loyalitas kepada pihak yang
dianggap salah.®

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Haiza Nadia berjudul, “Golongan Putih
(Golput).Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam_dan UU No. 7 Tahun
2017”. “Dalam tulisan”ini penulis ‘'mengunakanjenis penelitian yang digunakan
yaitu jenis penelitis normatif (library research), dan menggunakan pendekatan
yuridis normatif.

Hasil Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Islam, memilih

pemimpin adalah kewajiban, dan golput dianggap haram. Pemimpin yang ideal

19 Habibah, dkk, “Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah”, Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik
Islam, Vol. 11 No.1, (2024) 118-128.
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harus memiliki sifat jujur, terpercaya, bertakwa, dan bersemangat memperjuangkan
kepentingan umat. Namun, menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, golput
adalah hak murni rakyat, yang bebas untuk digunakan atau tidak.°

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Halilah yang berjudul “Analisis Peran
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada
Serta Meminimalisir Golput”. Dalam tulisan ini penulis mengunakan penelitian
yaitu deskriptif naturalistik karena dalam penelitian ini dilakukan pendeskripsian
mengenai peranan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan
partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pilkada serta dalam
meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode studi naturalistik.
Metode studi naturalistik adalah yang menjelaskan atau mencerita secara alami
tanpa adanya perubahan yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah melalui data sekunder dengan pengamatan dan analisis.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingginya angka golput di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencerminkan apatisme masyarakat terhadap
politik, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran_politik. Solusi.yang diusulkan
adalah “pendidikan politik “ untuk™ meningkatkan' partisipasi “dan mendukung

pemilihan umum yang lebih demokratis.?*

20 Haiza Nadia, “Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif
Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017”. As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and
Governance, Vol. 3 No. 1, (2023), him. 83-95.

21 Halilah, S. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik
Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. Siyasah”, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5,
No. 2. 2022.
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Kelima, jurnal yang ditulis oleh Litang Yunis Dewi, dkk, berjudul “Analisis
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di
Pilkada serta Meminimalisir Golput’’. Dalam tulisan ini penulis mengunakan jenis
penelitian deskriptif karena dalam peneleitian ini dilakukkan pendeskripsikan
mengenai peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam
Pilkada serta dalam meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode
studi literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui data
sekunder dengan pengamatan dan analisis dari berbagai penelitian-penelitian yang
terkait.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU berperan penting dalam
meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada dan mengurangi angka
golput. Melalui netralitas, independensi, dan integritasnya, KPU melakukan
sosialisasi dan pendidikan politik, serta menyediakan aksesibilitas dalam proses
pemilihan. Pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.??

Keenam, jurnal .yang ditulis oleh A._Inderawati..dkk. yang berjudul
“Golongan Putuh dalam™ Pemilihan™ Umum™ di /Indonesia~ Perspektif Siyasah
Syar’iyyah”. Dalam penelitian ini menggunakanpenelitian kepustakaan dengan
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis syar’i.

Hasil Penelitiannya ini menunjukan bahwa Dalam negara demokratis, hak

berpartisipasi dalam Pemilihan Umum penting, dan golput, meski hak, dapat

22 Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. “Analisis Peran Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir
Golput”. Jurnal IImu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8 No. 1. 2022
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memengaruhi legitimasi pemimpin. Islam memandang Pemilihan Umum sejalan
dengan sistem syura, sehingga agama dan Pemilihan Umum tidak bertentangan.
Kaidah ushul figh menyarankan menghindari golput jika berpotensi mendatangkan
mudarat. Siyasah Syar’iyyah menganggap memilih pemimpin tidak haram jika
calon memenuhi kriteria syariat, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
mengharamkan golput jika calon telah memenuhi kriteria tersebut.?

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Helby Sudrajat, berjudul “Golput dalam
Diskursus Etika Pemilihan Umum (Abstentions in The Poloitical Ethics
Discourse)’’. Dalam tulisan ini penulis mengunakan esai kualitatif yang
menggunakan metode penalaran ilmiah serta lebih menekankan pada pendekatan
fenomenologi, dimana bertolak dari sebuah peristiwa khusus yang menarik untuk
diteliti dan mencari simpulan dengan sifat tulisan yang induktif. Data untuk tulisan
ini dikumpulkan melalui kajian Pustaka, Tulisan ini memakai kerangka berpikir
induktif.

Hasil penelitian ini bahwa fenomena golput dalam konteks demokrasi, di
mana golput dipandang sebagai hak palitik yang sah, namun juga dianggap sebagai
sikap apatis yang bertentangan dengan tujuanpolitik untuk kebaikan masyarakat.
Fokus utama adalah pada etika perilaku pemilih, dengan tujuan menyadarkan
pentingnya menjaga etika di semua pihak, termasuk pemilih, untuk mewujudkan

Pemilihan Umum yang berintegritas.?*

ZIndraerawati, A., and Rahmiati Rahmiati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di
Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah." SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA
SIYASAH SYAR'IYYAH, Vol. 2 No.3 (2021): 525-536.

2 Helby Sudrajat, “Golput Dalam Diskursus Etika Pemilihan Umum Abstentions In
The Poloitikal Ethics Discourse”, Jurnal Etika & Pemilihan Umum Vol. 2, Nomor 2, Juni, 2016
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Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ina Septyana dkk, “Golput Sebagai
Bentuk Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik Studi Di desa
Pringgabaya”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan
jenis deskriftif. Sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat setempat. teknik
pengumpulan data pada penelitian ini mengunakan jenis penelitian lapangan (field
research).

Hasil penelitian ini Ketentuan hukum tentang golput diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup pasal-pasal 238, pasal 157, pasal
291, dan pasal 308, terkait pidana bagi kelompok golput. Faktor penyebab golput
di masyarakat Pringgabaya meliputi kekecewaan akibat janji-janji palsu
pemerintah, asumsi bahwa suara mereka tidak berpengaruh, kesulitan mencoblos
bagi masyarakat perantauan, dan sogokan dari calon pemerintah yang membuat
masyarakat merasa direndahkan.

Ini membahas tentang jumlah pemilih yang tidak memilih atau umumnya

disebut sebagai "golongan putih™ terus meningkat dari setiap pemilihan di
Indonesia, Beberapa  faktor telah secara wajar. menyebabkan gagasan tentang
penyebab” terjadinya ‘Golput. “Studi™ ‘ini- mengidentifikasi- lima™ faktor yang
bertanggung jawab yang terdiri dari faktor teknis, pekerjaan dan administrasi,
sosialisasi dan politik juga.?®

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arsad Nasution berjudul,

‘Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an

% Bismar Ariyanto, “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilihan
Umum?, Jurnal lImu Politik dan llmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
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dan Hadis)’’. Dalam penelitian ini membahas tentang sikap Golput dalam
masyarakat yang bermasalah dalam demokrasi jika jumlahnya semakin meningkat.
Karena hal tersebut berkaitan dengan legitimasi proses pemilihan wakil rakyat dan
pemimpin negara. Semakin banyak jumlah masyarakat yang memilih Golput maka
legitimasi terhadap pemilihan akan menjadi semakin lemah. Dengan demikian akan
ada kemudaratan apabila jumlah Golput semakin meningkat dalam proses
Pemilihan Umum. Apakah sikap Golput yang dilakukan masyarakat dibenarkan
dalam ajaran Islam.?

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Hasasuddin Muhammad berjudul,
“Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Assai manusia Dan Maslahah Mursalah”.
Dalam tulisan ini penulis mengunakan kualitatif dengan metode study pustaka, dan
menggunakan pendekatan hukum/law approach. Secara hukum normatif, golput
tidak dibenarkan dan dapat dikenakan ancaman pidana bagi yang mengajaknya.
Dari perspektif hukum Islam, golput juga tidak dibenarkan karena bertentangan
dengan prinsip kemaslahatan (maslahah mursalah). Memberikan hak suara dalam
memilih_pemimpin dianggap kewajiban setiap rakyat dan bukti ketaatan kepada
negara setta syari’at agama.?’

Bedasarkan beberapa penelitian diatas mengenai undang-undang Nomor 7

tahun 2017 tentang golangan putih dengan berbagai pendekatan normative hukum,

namun terdapat hal yang berbeda dengan kajian yang ingin penulis teleti mengenai

% Muhammad Arsad Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Isalam (Analisis
Terhadap Al-Qur’an dan Hadis), Al Istinbath” Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, No. 2, 2017.

2"Hasanuddin Muhammad, “Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Assai manusia Dan
Maslahah Mursalah”, Istinbat, Jurnal hukum, Vol. 16, No. 1, (2019), him. 81-96.
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hak politik dan Hak Asai Manusia dalam islam, serta regulasi yang peneliti gunakan
yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 515 tentang pemilihan
umum, namun di sisi lain penelitian diatas tidak menjekasakan.
E. Kerangka Teoritik

Kerangka teorik bermanfaat untuk memberikan arah dalam sebuah
penelitian agar memfokuskan penelitian sehingga dapat memberikan pandangan
baru yang berkaitan dengan kajian keilmuan secara umum dan bidang hukum secara
khusus. Dengan demikian untuk memecahkan permasalahan dan menjawab
permasalahan yang ada peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah legal policy atau
arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan
negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian
hukum lama. Lebih rinci Moh. Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok
politik hukum, yaitu:

Pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (legal
policy) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum
lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama. sekali;

Kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya
dibalik lahirnyathukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau
tidak akan diberlakukan; dan

Ketiga, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama
implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Pijakan yang menjadi
landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem
hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan

sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar
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1945 Kkhususnya Pancasila yang melahirkan kaedahkaedah penuntun
hukum.?® Dari uraian diatas adalah bahwa menurut Moh. Mahfud MD, politik
hukum merupakan kebijakan legal atau arah hukum yang ditetapkan oleh
negara untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum mencakup tiga aspek
utama yang harus di jalankan seperti yang dijelaskan diatas. Di Indonesia,
politik hukum berlandaskan pada tujuan negara dan sistem hukum yang diatur
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pancasila, yang
menjadi dasar kaidah-kaidah hukum.
2. Politik Hukum Islam

Dalam pandangan Al-Mawardi, sistem pemerintahan yang
diusulkannya didasarkan teori pengamatan terhadap realitas politik yang ada,
dengan pendekatan yang realistis dalam memberikan rekomendasi untuk
perbaikan atau reformasi. Salah satu contohnya adalah upayanya untuk
mempertahankan status quo. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan dan
mekanisme pemilihan pemimpin yang dikemukakan Al-Mawardi sangat
dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang pada zamannya.

Al-Mawardi " berpendapat bahwa™ suksest kepala "negara dapat
ditempuh dengan dua sistem: 1) dipilih oleh Ahl al-H}all wa al-‘4qd,
dan 2) wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya.?®

Menurut Hashbi ash-Shiddieqy konsep al-Mawardi ini dikarenakan

2 Moh. Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta:
Pustaka LP3ES, 2006), him. 5.

2 Al-Mawardi, Imam, Ahkam Sultaniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam), ter;.
Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015. 7.
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bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis,
beliau tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara.
Dalam sejarah awal Islam, yakni masa al-Khulafa al-Résyidin, suksesi
kepala negara tercorak ke dalam tiga variasi: pertama, pemilihan umum
yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar; kedua,
pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian
kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada
rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab; ketiga,
sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih
dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya
Utsman ibn Affan.%
3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir
dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. HAM bersifat universal,
artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang perbedaan ras, suku,
agama, jenis kelamin, golongan, dan status_sosial lainnya. Hal ini, pada
penelitian tersebut, yakni pada hak politik bagian hak-yang melekat dalam
setiap manusia yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan alasan apapun,
karena hak politik berbanding lurus dengan hak hidup setiap manusia, hak-
hak politik dalam sistem bernegara dilahirkan atas hubungan hukum antar

warga negara dan negara sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam

%0 Hashbi ash-Shiddieqy, Asas-Asas Hukum Tata Negara menurut Syari’at Islam,
(Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 64.
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penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan, oleh karena pada
konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang
tentang HAM khususnya Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara
berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hak politik bagian dari tanggung jawab politik dan sistem cek and
balance berdemokrasi, yang dilindungi oleh hukum. Sehingga dalam aspek
perlindungan hukum dapat menggunakan asas kesamaaan dan jaminan
hukum.

Hal ini dalam teori Hak Asasi Manusia dalam Islam oleh Muhammad
Abduh merupakan seorang ulama dan pembaharu Islam yang terkenal dengan
pemikirannya yang modern dan progresif. Dalam bukunya yang berjudul
Risalah al-Tawhid,*> Muhammad Abduh membahas tentang hak asasi
manusia dari sudut pandang ijtihad. Dengan ini, pada penelitian tersebut dari
sisi- hak “asasi manusia olen. Muhammad Abduh berpendapat hak asasi
manusia merupakan hak yang diakui oleh ‘agama Islam. Hak asasi manusia
harus dilindungi dan dihormati oleh semua orang, termasuk oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebgai berikut:

31 Muhammad, Abduh, Risalah al-Tawhid (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2005), him, 13-22.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara
mengumpulkan serta mempelajari data-data dari berbagai sumber seperti
buku, literatur, tulisan ilmiah, dokumen serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.®* Penelitian hukum
normatif berfungsi dalam memberikan argumentasi yuridis saat terjadi
kekosongan hukum, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian hukum
normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis. Oleh karena itu,
landasan teoritis yang digunakan adalah landasan yang terdapat dalam hukum
normatif.>® Pembahasan dalam penelitian ini adalah menelaah tentang hak
dipilih dan memilih sehingga terjadinya Golput, bukan bergumentasi pada
apatis, melainkan terdapat faktor lainnya, dengan obyek kajian penelitian
adalah Hak Politik Dalam pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.

Sifat Penelitian
Penelitian “ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang
menunjukkan pada sarana-sarana mengenai yang dilakukan untuk mengatasi

masalah tertentu. Hal ini menjelaskan tentang Islam dan hak politik dalam

14.

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), him.13-

33 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori

Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), him.12.
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Pasal 515 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan
pendekatan Undang-undang yang mengimplementasikan produk hukum yang
tidak sekedar membangun ruang kosong, namun memberikan penjelasan
pada aspek hak politik maupun hak asasi manusia dalam Islam.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normative yakni pendekatan perundang-undangan karena
yang diteliti dan dikaji merupakan peraturan hukum yang secara objek kajian
Pasal 515 Undang-undang Pemilihan Umum.®* Di dalam penelitian ini, yaitu
peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan data. Bahan hukum yang
merupakan gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum dikumpulkan
dan kemudian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang
ada. Adapun metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 515 tentang Pemilihan Umum dari
perspektif politik hukum dan hak asasi manusia dalam islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian int ditakukan dengan studi
pustaka, yaitu Suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran
dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal
dan data pendukung sebagainya). Teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini yakni studi kepustakaan yang digunakan dengan cara menelaah, mencatat,

34Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana,
201), him. 132.
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membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitanya dengan aturan

instrumen hukum yang dikaji.

. Analisis Data

Menurut Saipuddin Azwar, metode analisis data adalah suatu pendekatan
untuk mengolah data dengan tujuan mengubahnya menjadi informasi yang
dapat dipahami, yang pada gilirannya bermanfaat dalam konteks
penyelesaian masalah, terutama yang terkait dengan penelitian.®® Penulis
dalam tulisannya menjelaskan instrumen hukum yang menjadi persoalan di
masyarakat belum mendapatkan kejelasan dalam teks aturan tersebut. Metode
analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif-
Kualitatif, yang mencakup langkah-langkah untuk menggambarkan,
menguraikan, dan menjelaskan seluruh aspek permasalahan yang ada, dan
kemudian menyimpulkan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari
yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Oleh karena itu, setelah data yang diperfukan terkumpul melalui metode
analisis Deskriptif-Kualitatif, langkah selanjutnya dalam proses pengolahan
dan‘analisis data adalah upaya peneliti untuk menyusun-data secara induktif.
Metode analisis yang berasal dari kaidah-kaidah khusus kemudian
diinterpretasikan menjadi kaidah-kaidah umum. Dengan menggunakan
metode analisis ini, peneliti menjelaskan permaslahan Goalangan Putih

(Golput) yang terjadi, dengan menerapkan teori Politik hukum, dan Hak

91.

% Saipuddin Azwar, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him.
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Asasi Manusia dalam Hak politik Islam untuk menjelaskan pada bagian
hukum Islam maupun hukum positif dalam ruang lingkup keilmuan tata
negara. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hak dan politik dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap
hak dipilih dan memilih sehingga terjadinya Golput, bukan bergumentasi
pada sikap apatis, melainkan terdapat faktor lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing bab terdiri
dari sub bab yang berfungsi secara rinci dan sistematik. Keempat bab tersebut
adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan. Didalamnya memuat
Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah
Pustaka, Kajian Teoritik, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan dari
penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua, Pengembangan Landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari
sub-sub kerangka.teori tentang teori politik hukum dan teori-Hak. Asasi Manusia
(HAM) dalam~Islamlainnya sebagai pendukung dari penelitian yang digunakan
untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga, paparan data yang terdiri dari penjelasan filosofi pasal 515
Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017, perbuatan
mempengarui orang lain, dan politik hukum dalam pasal 515

Bab Keempat, Analisa data yang merupakan sebuah jawaban dari keresahan

masyarakat pada pemilihan umum berlangsung dengan diuraikan pada rumusan
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masalah penelitian secara filosofis, Hak Politik dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Golput.
Bab Kelima, pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran-

saran.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, secara kesimpulan, sebagai
berikut:

1. Dalam hak memilih dan dipilin dalam perspektif politik hukum Islam
hak memilih dan dipilih merupakan wujud fleksibilitas hukum yang bertujuan
untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi kepentingan umum. Islam
memberikan landasan yang jelas untuk menjaga partisipasi politik masyarakat,
termasuk dalam pemilu. Namun, apabila terjadi tindakan yang bertujuan
mengajak masyarakat untuk golput (tidak menggunakan hak pilih), maka
tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan kepatuhan terhadap aturan
yang berlaku, termasuk aturan yang memberikan sanksi pidana terhadap
perilaku tersebut. Pemilu dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi yang
mendukung keadilan dan kemaslahatan umat.

2. Perlindungan” hak “ memilih dan™ diptlih~dalam sistem™ hukum Indonesia
hak memilih dan dipilih dijamin dalam politik hukum, tentu sistem hukum di
Indonesia melalui kerangka hukum tata negara yang berlandaskan pada
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini
tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 B, Pasal 28 D, Pasal 28 E, dan Pasal
28 H UUD 1945, yang memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan hak

politik warga negara. Hak tersebut sebagai salah satu elemen penting dalam

175
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sistem demokrasi, yang mana memastikan bahwa rakyat dapat berpartisipasi
dalam menentukan arah pemerintahan melalui pemilu yang adil, jujur, bebas,
dan rahasia. Perlindungan hak ini mencerminkan komitmen negara terhadap
pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam ranah politik.
B. Saran
Perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang
melatarbelakangi Golput dalam setiap Pemilu, dengan tetap menjunjung hak setiap
warga negara. Evaluasi ini diperlukan agar pemerintah dan lembaga penyelenggara
Pemilu dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir Golput.
Selain itu, perlu diberlakukan regulasi baru yang mengatur syarat-syarat bagi calon
kandidat yang akan bersaing dalam Pemilu.Hal ini penting karena dalam konteks
pemilihan umum, persoalan Golput bukan semata-mata dipengaruhi oleh
apatisisme warga negara, melainkanberbagai faktor seperti perantauan, kesibukan
pekerjaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan peraturan
dan regulasi perlu partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum.
Demikian, juga, penelitian “inidapat dilanjutkan_dalam. keilmuan_dan intelektual
hukum “untuk-memontret “dan menakar regulasi UU Pemilu dengan penelitian
berbeda, baik pada aspek jinayah (pidana Islam), siyasah maliyah, dan lain

sebagainya.
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